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PUTUSAN
Nomor 3432/Pdt.G/2024/PA.Srg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai
gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Serang pada tanggal 24
Agustus 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXxX, bertempat tinggal di XxXXxxxx
XXXXXXX XXXXXXXK XXXXXXXX XXXXXXKRKK XXXXXXXXK,  XXXXXKKKK
XXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXX, Domisili elektronik:
XXXXXXXXXXXXXXXX, Sebagai Penggugat;
lawan
TERGUGAT, lahir di Serang pada tanggal 11 Desember 1996, umur 28
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX
XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXXXX
XXHXXXXXX XXXXXXXXXX  XXXXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXXXXXX
XXXXXXXXXXX, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Serang dengan register perkara Nomor 3432/Pdt.G/2024/PA.Srg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang

telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 07 Oktober
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2015 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)
XXXXXXXX XXXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX, Provinsi Banten, sebagaimana
terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/51/X/2015 tertanggal

07 Oktober 2015;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat
berstatus perjaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama
terakhir di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXK XXXXXXXXK, XXXXXXXKK XXXXXK, XXXXXXKK XXXXXXKKKKX;

4. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK, Perempuan, lahir di Cilegon pada tanggal 09 Oktober 2016,
Pendidikan SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4.2. ANAK, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 24 Mei 2020,
Pendidikan-, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

4.3. ANAK, Perempuan, lahir di Serang pada tanggal 24 Mei 2020,
Pendidikan-, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan
rukun dan harmonis namun sekitar bulan Agustus 2023 rumah tangga
dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

5.1 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain,
hal ini Penggugat ketahui secara langsung, bahkan saat ini sudah
menikah siri

5.2 Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang
muslim;

5.3 Tergugat selalu berkata kasar setiap kali bertengkar dengan
Penggugat, seperti kata-kata binatang dan hinaan yang
merendahkan Penggugat;

5.4 Keluarga besar Tergugat selalu ikut campur mengenai urusan

rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
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6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar
bulan Juni 2024 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman
Bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga
saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat
agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa
perkara ini;

9. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai XXXXXXxX XXXXXX, yang mana
penghasilan perbulannya sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),
maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum
untuk membayar Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,- (lima
juta rupiah) perbulan dengan total nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah
iddah dan mut'ah Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Serang untuk menahan Akta Cerai atas hama
Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Serang c.q. Majelis Hakim untuk berkenan
memeriksa surat gugatan Penggugat serta menerima dan mengabulkan

gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
3.1Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima

belas juta rupiah);
3.2Mut’'ah berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta
rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk
menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat
memenubhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -
adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) Nomor 3432/Pdt.G/2024/PA.Srg yang disampaikan melalui
Surat Tercatat PT. POS Indonesia sebanyak 2 (dua) kali panggilan pada
tanggal 12 Desember 2024 dan 30 Desember 2024, kemudian dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upaya
mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusaha
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isinya dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) XXXXXXXXXXXXXXX atas nama
Penggugat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx
XXXxXXxX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat
Nomor: 360/51/X/2015 tertanggal 07 Oktober 2015, dari Kantor Urusan
Agama XXXXXXXKK XXXXXXKKK XXXXXKKKK, XXXXXXXX XXXXXX, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXxX, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
hubungan saksi sebagai bibi dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah
menikah pada tahun 2015;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
terakhir di- XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXKX;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak
bernama ANAK, ANAK, dan ANAK;
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- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihnan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
terjadi sejak sekitar bulan Agustus 2023;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus
dengan wanita lain, bahkan sudah menikah dengan wanita tersebut,
dan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar
bulan Juni 2024 dan sampai sekarang antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang, dan
Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta sudah
tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah memberi nasehat
kepada Penggugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak
berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
belum berkerja, bertempat tinggal di XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXxX, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT karena saksi
adalah saudara sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah
menikah pada tahun 2016 dan selama pernikahan sudah dikaruniai 3

(tiga) orang anak;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
terakhir di XXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXX;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak sekitar pertengahan
tahun 2023 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki hubungan khusus
dengan wanita lain;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat serta mengetahui perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari pengaduan
Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama sekitar 6
(enam) bulan, dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak hidup bersama lagi;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah menemui
Penggugat, Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat;

- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat untuk
bersabar dan berumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali
Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama
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Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara a quo adalah termasuk tugas dan
wewenang secara absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat dan
Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Serang, sesuai dengan
pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan
kewenangan relatif Pengadilan Agama Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap sendiri di muka sidang, dan Tergugat tidak pernah
hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan
sekalipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian
sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR perkara ini dapat diputus dengan
Verstek;

Upaya Damai:

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan
karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R | Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah
pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Namun
demikian sesuai ketentuan pasal 130 ayat 1 HIR jo pasal 82 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya
menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara
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Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan
rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang puncaknya sejak Juni 2024 antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama
lagi layaknya suami isteri yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atas ketidakhadirannya di
persidangan tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat terutama
dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, sehingga
dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat
gugatan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap
diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam tahap pembuktian Penggugat telah
mengajukan bukti P.1 dan P.2, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti-
bukti tersebut dibuat oleh pejabat berwenang sehingga merupakan akta otentik
sesuai dengan pasal 165 HIR dan telah bermeterai cukup serta telah cocok
dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPerdata, bukti tersebut
isinya berhubungan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan
dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta dibuat untuk
dipergunakan sebagai bukti, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 telah memenubhi
syarat formil dan materil akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat telah diberi
meterai cukup, telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti
tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3
ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat merupakan bukti
otentik tentang identitas Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa
Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah
merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2015, bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis
menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah
terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat
adalah orang dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah
sumpah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami
istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang diakibatkan Tergugat kurang dalam tanggungjawab
serta Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain,
puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak Juni 2024 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri. Keterangan
dua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan
pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya, keterangan dua orang saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,
sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah
oleh Tergugat dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah
sumpahnya menurut Majelis Hakim merupakan indikasi adanya perselisihan
antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan upaya perdamaian dengan
maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah
dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun Pengadilan dalam setiap
persidangan, akan tetapi tidak berhasil. maka majelis dapat menarik suatu
kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat
telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;
Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun
lagi, lebih-lebih antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat
tinggal dan hidup sendiri-sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal
sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban
sebagai suami isteri, maka disini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir bathin,
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan
kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah
sebagaimana dikehendaki dalam Alqur'an surat Ar-Rum ayat (21) jo Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat
Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan diatur bahwa oleh karena perceraian itu akan
mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum
dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan
menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat
dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator

yang secara nyata telah terbukii;
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Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi
Pengadilan diatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan
memenuhi prinsip mempersukar perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang
termaktub dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

48 Uil Cacalialld 83 ga¥ g djaalagisy 2 55 ol Gl LAY (18
Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara
keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang
sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat
terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana
tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah
pihak berperkara, keturunan dan keluarga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian
petitum gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak
satu ba’in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119
ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut posita angka 9 dan 10 tentang
nafkah iddah, mut'ah, dan perintah agar Panitera menahan akta cerai atas
nama tergugat dan oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka
terhadap posita dan petitum tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lebih
lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;
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Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Serang pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah oleh Xxxxxxxxxxxxxx sebagai Ketua
Majelis, XXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh Xxxxxxxxxxxxxx. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd
XXXXX XXX XX XXX X
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
XXXXXXXXXXKXXX XXXXXXXXXXXXXX .
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Panitera Pengganti,

ttd
XXXXXXXXXXXXKX.
Rincian Biaya perkara:
1. Pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara . Rp. 75.000,00
3. Panggilan : Rp. 48.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 193.000,00
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Catatan :
Salinan Putusan diberikan kepada .................. pada tanggal ......................

dan telah/belum*) berkekuatan hukum tetap.
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